WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN DAERAH SEBELUM PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa sehubungan dengan keterlambatan penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dapat
mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
Bengkulu;

bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran
belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor
sehari-hari perlu melaksanakan pengeluaran daerah
sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah dapat
melaksanakan pengeluaran daerah setiap bulan
paling tinggi seperduabelas dari APBD tahun
sebelumnya dalam hal penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan
mengalami keterlambatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang
Pelaksanaan Pengeluaran Daerah Sebelum Penetapan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);



10.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat
DPRD Kota Bengkulu;

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);



Memperhatikan

Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2013 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2008 Nomor 11);

Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 160 Tahun 2015
tentang Keputusan  Walikota  Bengkulu tentang
Pendelegasian Tugas Dan Kewenangan Walikota Bengkulu
Kepada Wakil Walikota Bengkulu

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG
PELAKSANAAN PENGELUARAN DAERAH SEBELUM
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah  Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bengkulu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

7. Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.



BAB II
RUANG LINGKUP PENGELUARAN DAERAH

Pasal 2

(1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dipergunakan
setinggi-tingginya sebesar angka pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului
Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bengkulu Tahun
Anggaran 2016 hanya diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib

meliputi :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri
Sipil;

b. Pembayaran gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil
Walikota;

c. Pembayaran penghasilan dan tunjangan

kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD.

d. Pembayaran honorarium Pegawai Tidak tetap,
honorarium petugas kebersihan/penyapu jalan dan
Petugas Pemadam Bahaya Kebakaran;

e. Pembayaran tagihan rekening telepon, internet,
rekening listrik, air, gas oksigen, kebutuhan makan
minum pasien, persediaan obat-obatan yang
bersifat darurat di rumah sakit;

f. Pembayaran pemenuhan belanja untuk keperluan
bidang kesehatan dasar (operasional rumah sakit,

puskesmas dan ambulance), belanja bahan
bakar/pelumas kendaraan dinas pemadam bahaya
kebakaran, belanja bahan bakar/pelumas

kendaraan truk pengangkut sampabh;

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 3

(1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan
pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang
dilakukan oleh kepala SKPD.

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 dari
Anggaran Belanja SKPD Tahun Anggaran 2016;

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 harus berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
dasar pengeluaran.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04 Januari 2016

WAKIL WALIKOTA BENGKULU,
ttd
PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
ttd
MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...........

Salinan sesuai dengan asl
KEPALA BAGIAN HUKUM

\

ZOHRI KUSNADI, SH, MH

inya

NIP. 19630412 199403 1 005



